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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintéh Nomor 18 Tahun

‘2016 tentang Perangkat Daerah cian Pasal 4 ayat (3)-

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Peralégkat Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentaﬁg Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umumi‘; Daerah dr. Hi. Zainal

Umar Sidiki Pada Dinas Kesehatan.

.Undang-Undang Nomor =11 Tahfun_ 2007 tentang

Pembentukan Pembentukan Kabupatefn Gorontalo Utara Di

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negaria Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4687 );

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indones1q Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Repjublik Indonesi Nomor
5063); - |



BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO |
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

\ NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS :'DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI
PADA DINAS KESEHATAN |

[

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang

Perubahan atas Peraturan ‘Pemerinteilh Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tal%iun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perarigkat Daerah perlu

. | menetapkan Peraturan Bupati tentarfg Pembentukan Unit

Umar Sidiki Pada Dinas Kesehatan.

Méh.gingat : 1. Undang-Undang  Nomor 11 -Tah'%jun 2007

Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum;Daerah dr. Hi. Zainal

| tentang

| Pembentukan Pembentukan Kabupatein Gorontalo Utara Di

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negarél Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4687 };

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indoneszq Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Négara Repiublik Indonesi Nomor

5063);
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3. Undang-Undang Nomof 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik':Indonesief Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesi Nomor

+

.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaﬁan' Negax%a Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia * Nomor 5587) | sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir. dengan Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentaxi'lg Cipta - Kerja
(Lembaran N__egaré_ Repubhk Indonesm Tahun | 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran ‘Negara  Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, lambahan; Lemabaran Negara
Republik Indohesia Nomor 6402) sebag%imana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 723 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Norfjlor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat -Daerah ° (Lembaraj'l Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,..’I‘e§mbahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nofrlor 6402);%

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Bidang . Peruma]f_tsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia | Tahun : : 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
6659); o

. Peraturan Presiden nomor 77 tahun 20:15 tentang Pedoman

Organisasi Rumah Sakit;

. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetanpan |

Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomnr 9, Tambahan
Lemabaran Daerah Nomor 158), o 4 2

. Peraturan _Daerah Nomor 3 Tahun 2016 . tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkatt Daerah {Lembaran

Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lemabaran Daerah
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8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati élan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemeirintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

9 Rumah Sakit adalah sebuah institusi pelayarjlan kesehatan yang

| menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripﬁrna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan zgawat darurat.

10. Komite Medik adalah unsur organisasi yang memp_imyai tanggung jawab

~ untuk menerapkan tata kelola Klinis yang baik. -

11. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang
bekerja di Instalasi/Unit Pelaksana Fungsional dalarr’l jabatan Fungsional.

12. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktur:}d rumah sakit yang
| mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan
profesionalisme tenaga keperawatan melalui m’}:kanisme kredensial,

penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan ;}disiplin profesi.

f13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukari yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseoraﬁg pegawai negeri sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam p:elaksanaan -tugasnya

didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan terjtentu.

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Pada Dinés Kesehatan kelas C.

BAB III |
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3 ,
(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daeraﬁ Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki terdiri atas : :
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha;
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1. sub bagian umum dan kepegawaian; :
2. sub bagian Informasi, perencanaan dan evalua31
3. sub bagian keuangan. ‘
¢. Bidang Pelayanan Medik B _
1. seksi pelayanan rawat jalah dan khusﬁs
2. seksi pelayanan rawat inap.
d. Bidang Keperawatan
1. seksi keperawatan,;
2. seksi pengembangan mutu dan etika keperé;twatan.
e. Bidang Penunjang :'
1. Seksi penunjang medik;

2. Seksi penunjang non medik.

f.  Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Komite Medik;

h. Komite Keperawatan;

i. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
j.  Staf Medis Fungsional

k. - Dewan Pengawas;

l.  Satuan Pengawas Internal

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis %Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sebagaifnana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merﬁlpakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua -
Kedudukan

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal
Umar Sidiki merupakan unsur pelaksana Pernenntah Daerah dalam
bidang pelayanan kesehatan; ' :

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum: Daerah dr. Hi. Zainal
Umar Sidiki Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 delmpln oleh seorang -
direktur yang berasal dari tenaga dokter atalel dokter gigi, yang
perkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepdda Kepala Dinas yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang k;esehatan;
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(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud padat ayat (2) dilaksanakan

melalui pen'yampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan

barang milik Daerah serta Bidang Kepegawaian rumah sakit.

BABII
TUGAS, DAN FUNGSI
' Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daeréh dr. Hi. Zainal Umar

~Sidiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai :

a. pelaksana upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan

mengutamakan  upaya  penyembuhan, pemui_ihari, peningkatan,
pencegahan, pelayanan rujukan, Penelitian dan g_pehgembangan serta

pengabdian kepada masyarakat;

. penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan se{cara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam

rahgka peningkatan kemampuan dalam pemberian peilayanan Kesehatan.

Pasal 6

L‘Ifnit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H1 Zainal Umar Sidiki

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu;d dalam Pasal 4

nienyelenggarakan fungsi:

oo

PR e a0 oop

pelayanan medik umum
pelayanan kebidanan dan kandungan;
pelayanan anak;
pelayanan penyakit dalam,;
pelayanan bedah;
pelayanan jiwa,;

pélayanan mata;
pelayaﬁan saraf;
pelayanan tht;

pelayanan gigi;

peiayanan rawat darurat;

pelayanan perawatan intensif;
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pelayanan dan asuhan keperawatan;
pelayanan anestesi; |
pelayanan laboratorium;

pelaYanan radiologi;

pelayanan farmasi;

pelayanan bank darah;

pelayanan gizi;

pelayanan pusat sterilisasi;

pelayanan loundry/binatu;

< g

pelayanan pemulasaran jenazah

g

pelayanan rujukan;

pelayanan ambulans

(.< - ?4 e

pelayanan pelatihan dan penyuluhan
z.  penelitian dan pengembangan;

aa. pelayanan kesehatan lainnya

Bagian Kedua r o

Direktur | ;

Pasal 7 | _
Direktur = mempunyai tugas seb_agéi pei_nim_pin, Epenyusun kebijakan
f)elaksanaan teknis administrasi dan opérasionél, pengoordinasian,
'Ii)'engawasan dan pengendalian pelaksanaan sequu_h kegiatan serta
pengembangan rumah sakit sesuai dengan peraturan péru_ndang - undangan
yang berlaku. ' o L - '

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 7, Direktur

menyelenggarakan fungsi:

‘ _
a. perencanaan pengelolaan dan pengembangan rumah saklt sesuai dengan

- ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; ) _

b. perumusan kebijakan teknis dibidang per_1gt=:'1c:olaau'1ig dan pengembangan
rumah sakit; _ ' : _ o |

c. pengoordinasian pelaksanaan keglatan ~dengan OPD terkalt untuk

: pengelolaan dan pengembangan rumah sak1t T _

d. penetapan rencana, program kerJa, keglatan, L:alpofan Kihefja dan

pertanggung jawaban rumah sakit;
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pengoordinasian kegiatan pengelolaan, pengembaflgan dan pelayanan
kesehatan di rumah sakit sesuai dengan prosedur yang berlaku;
pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan, pengembangan dan.
pelayanan kesehatan di rumah sakit secara rutin;

pend1str1bus1an tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-
masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

pembinaan, pengawasan dan pengevaluasian pelak?sanaan kegiatan unit
secara menyeluruh untuk pengembangan pelayanan rumah sakit;
pengevaluasian tugas kinerja bawahan sebagai bahan laporan untuk
peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang;
pelaksanaan tugas pembantuan dan tuga.s lain yazjlg diperintahkan oleh

pimpinan.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal @

Bagian tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu direktur

dalam pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dibidangfumum,'kepegawaian,

informasi, perencanaan, evaluasi dan keuangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sei)agaimana dimaksud

dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bagian tata usaha;
pengoordinasian penyiapan, perumusan bahan ket;ijakan teknis Rumah
Sakit; | _

pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungai.n bagian tata usaha
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawah yang_‘;ditetapkan;
pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada b’iawahan dilingkungan
bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan keten{uan yang berlaku;
penyusunan standar dan prosedur kerja sesuai déngan ketentuan yang
berlaku; :

pengendalian kegiatan dilingkungan bagian tata usaha Rumah Sakit sesuai

dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan;
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péngevaluasian pélaksanaan tugas bawahan dilirfgkungan bagian tata

- usaha sebagai bahan laporan kegiatan untuk perBaikan kinerja dimasa

yang akan datang;

pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atas%n.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawa:aan
Pasal 11 :

Sub baglan umum dan kepegawaian mempunyai tugas dan tanggung jawab

dalam pelaksanaan penatausahaan serta pengoordmasmn kegiatan dibidang

- umum, kepegawalan hukum dan humas. .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 sub

bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsz

a.

penyusunan rencana kerja program dan kegiatan su_b bagian umum dan |
kepegawaian; N B S '
pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungaril sub bagian umum
dan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tal%lggung jawabiyang
telah ditetapkan; , o

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawéthan dilingkungan
sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku; '

pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan kears1pan berdasarkan
pedoman dan ketentuan yang berlaku;

pelaksanaan pengelolaan, pengarsipan dokumen dalf‘l urusan administrasi
pegawai; _

pelaksanaan pengémbangan kapasitas SDM apa.ratuf"'

pelaksanaan tugas penanganan keamanan, ketertlban dan kebersihan
secara terpadu di Rumah Sakit; ; _
pelaksanaan tugas pengelolaan penataan dibidang hlilkum dan humas

| berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlakufi;

pengevaluasian tugas bawahan dilingkungan sub bagian umum dan
kepegawaian; | | | |
penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian limum dan

kepegawaian berdasarkan tugas yang telah ditetapka;n;
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k.

pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh ataéan.

Paragraf 2
Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 13 “

Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Evaluasi mjempunyai tugas dan

tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dibidang informasi, perencanaan,

evaluasi program kegiatan, dan penyusunan laporan kjnérja.

Pasal 14

f)alam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, sub bagian informasi, perenca:naan dan evaluasi

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan rencana Kerja sub bagian infonnefsi perencanéan dan
evaluasi berdasarkan program kerja Rumah Sakit;

pendistribusian tugas kepada bawahan dilingl;:ungan sub hagian
informasi, perencanaan dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang telah ditetapkan;

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dibidang
informasi, perencanaan dan evaluasi sesuai def_lgan peraturan dan
prosedur yang berlaku;

penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Stfategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana kerja
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggé.ran (DPA), Usulan
Ahggaran DAK bidang kesehatan berdasarkan mekaénisme dan ketentuan
yang berlaku;

penyiapan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pialaporan antara lain
Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah (LAKIP), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan lefporan lainnya. sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sistem Iﬁformasi Manajemen
Rumah Sakit;

pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilinékungan sub Bagian
Informasi Perencanaan dan Evaluasi; | _ E '
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan Rumah Sakit;
pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasén.
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Paragraf 3
‘Sub Bagian Keuangan
Pasal 15

§ub Bagian Keuangan melaksanakan tugas dan tai;‘lggung jawab dalam

ﬁ)elaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jélwaban, verifikasi dan

pengawasan keuangan serta barang milik daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seBagaimana dimaksud

dalam Pasal 135, sub bagian keuangan menyelenggarakani fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan; :
pendistribusian tugas kepada bawahan dilingl%ungan sub bagian
keuangan; |
pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada b;etwahan dilingkungan
sub bagian keuangan sesuai dengan standar pro:sedur dan ketentuan
yang berlaku;
pengelolaan administrasi keuangan sesuai pedoﬁ'lan' untuk tertibnya
penggunaan anggaran;
penelitian dan pemverifikasian pengajuan tagihari pembayaran sesuai
dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
pengendalian, pengontrolan dan pengevaluasian' pelaksanaan tugas
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;i
penyiapan bahan laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan
keuangan berdasarkan penggunaan anggaran sebag%u' bahan pertanggung
jawaban;
pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub bagian
keuangan sebagai bahan laperan kegiatan dan perbfaikan kinerja dimasa
yang akan datang; z

pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Medik
Pasal 17

Bidang pelayanan medik mempunyai tugas dan tanggﬁng jawab membantu

Direktur dalam pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatdn dibidang pelayanan
medik, ;
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Pasal 18
Dalam melaksanakan -i:ugas‘ dan tanggung jaWab' set:)agaimana dimaksud
dalam Pasal 17, Bidang pelayanan medik menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerj]a program dan kegiatan . d1 bidang pelayanan
medik; f_
b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungian bidang pélayanan
' medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
c pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada%- bawahan dibidang
~ pelayanan medik sesuai dengan peraturan dan prosefdur yang berlaku; |
d penyusunan, pengoordinasian dan perumusan keﬁijakan teknis dalam
| pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan prosehur yang berlaku;
e. pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan tﬁedik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
- f.  pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan _d;ilingkungan bidang
pelayanan medik sebagai bahan laporan kegiatan un{uk perbaikan kinerja
dimasa yang akan datang; | |

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan,

Paragraf 1 :
Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Khusi:.ls
_ Pasal 19 :"
Séksi Pelayanan Rawat Jalan dan Khusus mempunyai Ttugas dan tanggung
jawab dalam pelaksanaan koordinasi dibidang pelayaném rawat jalan dan
khusus yang meliputi pelayanan rawat jalan, gaﬁvat darurait, rawat intensif dan

pelayanan bedah sentral dan pelayanan khusus lainnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaigaimana dimaksud

dalam Pasal 19, seksi pelayanan rawat jalan dan khusué menyelenggarakan

fungsi: :

a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seigsi pelayanan rawat
* jalan dan khusus; -

b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkung%m seksi pelayanan
' rawat jalan dan khusus sesuai dengan tugas dan te{nggung jawab yang

ditetapka_n;
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¢. pemberian petunjuk pelaksanaan tug.as kepada 5awahan dilingkungan
seksi pelayanan rawat jalan dan khusus sesuai Ciehgan peraturan_ dan
prosedur yang berlaku; -

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan féknis di 7jsek'si pelayanan rawat

jalan dan khusus sesuai dengan ketentuan dan proéedur yang berlaku;

pengelolaan sumber daya manusia dan penggunaan fasilitas pelayanan '

N |

_rawat jalan dan khusus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang
dltetapkan,

pengoordinasian dan pelaksanaan kendah mutu kendali blaya dan
~ keselamatan pasien di pelayanan rawat jalan dan khusus,

pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan : dilingkungan = seksi

. m,_,A*AA‘Z—h [P,

pelayanan rawat jalan dan khusus sebagai bahan laporan keg1atan untuk
perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; ’

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2 -
Seksi Pelayanan Rawat Inap
| | ' Pasal 21

Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas dan tainggung jawab dalam

pelakéanaan pengelolaan, pengkoordinasian kegiatan peléyanall rawat inap.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 21 seksi

pelayanan rawat inap menyelenggarakan fung31

a. penyusunan rencana kerja program dan keglatan seks1 pelayanan rawat
~ inap _ :

b. _pendistribusian tugas kepada bawahan d1 lingkurigan -seksi pg'layanan
réwat inap sesuai dengan tugas dan tanggﬁhg jawab -%y'eihg ditetapkah;

¢. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas i{epada bawahan dilingkungan
seksi pelayanan rawat iriap sesuai dengan peraturai'n dan prosedur yang
 berlaky; | | : -

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan tekms di sek31 pelayanan rawat

inap sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang belzlaku,
ei. ~ Pengelolaan sumbér daya manusia dan penggunaa;n fasilitas pelayanan

rawat inap sesuai dengan ketentuan dan prosedur ya:ng ditetapkan,;
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Pasal 26

" Dalam melaksanakan tugas dan tanggung Jawab sebagalmana dlmaksud"- :

dalam Pasal 25 Seksi Keperawatan menyelenggarakan fung51

penyusunan rencana kerja program dan keglatan Sek31 keperawatan;

pendlstnbusmn tugas kepada bawahan d1 lmgkungan seksi keperawatan

sesua1 dengan tugas dan tanggung jawab yang dltetapkan '

pember1an petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dllmgkungan

seksi keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlakuy;

d. penyusunan dan pensosialisasian standar prosedur operasional
keperawatan; _ -

€. = penyusunan, pengoordinasian dan 'perumlllsan Ifkebijakan pelayanan

keperawatan sesuau dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

£, penyusunan rencana kebutuhan tenaga baik kuahtas dan kualifikasi yang o

sesuaJ dengan pelayanan keperawatan;

penyusunan sistem pencaratan dan pelapdran pelayénan keperawatan;

- h. pengendalian pelaksanaan kegiatan keperawatan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, _ :
i. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang
' keperawatan sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja

dimasa yang akan datang;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Mutu dan Etika Keperawatan |
Pasal 27 : |

Sek31 pengembangan mutu dan etika keperawatan mempunyal tugas dan

: tanggung jawab melaksanakan pengelolaan keglatan pengembagan mutu dan

etika keperawatan.

Pasal 28

"'Dalani melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi

'pengembangan mutu dan etika keperawatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja program dan - keglatan sek31 pengembangan

mutu dan etika keperawatan;
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f pengoordinasian dan pelaksanaan kendali mutuh_, kendali biaya dan
keselamatan pasien di pelayanan rawat inap; f

g  pengevaluasian pelaksanazn tugas bawahan ° dilingkungan seksi
pelayanan rawat inap sebagai bahan laporan kegié_tan untuk perbaikan
kinerja dimasa yang akan datang; '

~h.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Bidang Keperawatan
Pasal 23

Bidang Keperawatan mempunyai tugas dan tangguﬁg jawab membantu
Direktur dalam melaksanakan tugas dibidang keperawatan sesuai dengan
standar pelayanan mutu, etika dan asuhan keperawatan/ kebidanan. '

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

-a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bidang keperawatan,;

b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungaﬁ bidang keperawatan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;

c pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang

: keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

d. penyusunan, pengoordinasian dan | perumusan I%ebijakan pelayanan
keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

e. pengendalian pelaksanaan kegiatan keperawatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; :_

f pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang
keperawatan sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja
dimasa yang akan datang; '

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1
 Seksi Keperawatan
Pasal 25 _
Seksi Keperawatan mempunyai tugas dan tanggﬁng jawab dalam
pengoordinasian, pembimbingan serta pengendalian ‘seksi keperawatan

be;dasarkan pada ketentuan yang berlaku,
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pendlstrlbus.nan tugas kepada bawahan di Imgkungan seks1 pengembangan

L mutu dan etika keperawatan sesuai dengan tugas dan tangsung jawab

yang ditetapkan;

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan

' sek31 pengembangan mutu dan etika keperawatan SeSl.lal dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku

penyusunan pengoordinasian dan perumusan kebl_]akan pengembangan

 mutu dan etika keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang

berlaku; ,

pengendalian pelaksanaan kegiatan dilingkUngan ‘seksi ‘pengembangan.
mutu dan etlka keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang
berlaku : '
pengevaluasian  pelaksanaan tugas bawaha_.n. dilingkungan seksi
pengembangan mutu dan etika keperawatan s'ebag'ai." bahan laporan
kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang,

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam
Bidang Penunjang
Pasal 29

Bldang Penun_]ang Medlk mempunyai tugas dan tanggung jawahb membantu

Direktur dalam pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluaSIan seluruh

1nsta1a31 di bidang penunjang medik dan non medlk

Pasal 30

- 'Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 29, Bidang

Penun_]ang menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bid?ang penunjang;
pendistribusian tugas kepada bawahan di bidarig penunjang sesuai |
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang dltetapkan _
pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada 'bawahan d1 bidang
penunjang sesuai dengan peratura_n dan prosedur yang berlaku
pengevalua31an pelaksanaan tugas bawahan sebaga1 bahan laporzin untuk
pemngkatan klner_]a dimasa yang akan datang, .

pengevaluaman terhadap hasil keglatan penunjang medlk dan penunJang

non medik;
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f pengawasan dan pengendalian program kegiatan bidang penunjang; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasian.

Paragraf 1
Seksi Penunjang Medik

| Pasal 31 _
Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas dan tanggung_ jawab melaksanakan
pengelolaan dan pengembangan pelayanan pada instaiasi penunjang medik
(Gizi, Laboratorium, Farmasi, Radiologi, Bank Darah, Sterilisasi Sentral dan
Rekam Medik). :'
| Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud délam Pasal 31, Seksi

Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi: | :

a. penyusunan rencana kerja seksi penunjang medik; -

b. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelajanan pada instalasi
penunjang medik; .-

c pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkurfgan seksi penunjang
medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang fditetapkan;

d. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlakuy; |

e. pengevaluasian kinerja bawahan sebagai bahan lapor;'m dalam peningkatan
kinerja dimasa yang akan datang; :

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Penunjang Non Medik
Pasal 33

Seksi Penunjang Non Medik mempunyai. tugas dan tanggung jawab .
melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelayan'an rumah sakit pada
instalasi penunjang non medik (IPS-RS, Loundry, Ambulance, Pemulasaran

J enazah, Sanitasi Lingkungan dan K3-RS)

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi
Penunjang Non Medis menyelenggarakan fungsi: :

a. penyusunan rencana kerja seksi penunjang non medik;
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(3)

@

(5)

pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan pada 1nsta_la81
penunjang non medik; _ ’ ' 3
pendistribusian t_ugas kepada bawaihan di lﬁagkungaﬁ seksi penunjang non
medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan'

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku; o

pengevaluasian kinerja bawahan sebagai bahan laporén dalam peningkatan
kinerja dimasa yang akan datang; |

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh: _
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35
Kelompok Jabatan VFungsional terdiri dari sejumlah fenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelbmpok dan atau sub
kelompok sesuai kebutuhan. | |

Jumlah tenaga dan jabatan fungsional ditentukan befdasarkan sifat, jenis,
kebutuhan dan beban kerja. _

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dir%naksud pada ayat {1)
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yfang berlaku. -
Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai .dengan’

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapah
Komite Medik
Pasal 36

'(1} Komite Medik adalah kelompok tenaga medIS yang keanggotaannya dlplhh

dari anggota Staf Medls Fungsional.

(2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada. Dlrektur

RSUD dr. Hi, Zainal Umar Sidiki.

[3) Komite Medik mempunyal tugas membantu Direktur RSUD dr. Hi. Zamal

Umar Sldlkl menyusun Standar Operasmnal Prosedur (SOP), mernantau
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B pelaksanaannya, melaksahakan pembinaan etika profesi dan mengatur

kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional. -
{4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh sub-sub

‘komite yang anggotanya terdiri dari Staf .Medis Fuhgsional secara Ex-
Officio. | | |
(5) Sub-sub adalah kelompok khusus dldalam Komite Medls yang dibentuk

untuk mengatasi masalah khusus,

{6) Pembentukan sub ditetapkan oleh komite medik.

(7) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur:f RSUD dr. Hi. Zainal
 Umar Sidiki. ;

Bagian Kesembilan
Komite Keperawatan
Pasal 37
(1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang beuk setiap Rumah Saklt
harus membentuk Komite Keperawatan. '
(2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di
Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan.
(3) Komite Keperawatan sebagaimana diméksud pada ayat (1) bukan
merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan
(4) Komite Keperawatan ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit dengan
mempertimbangkan sikap profesional, kompeten31_, pengalaman kerja,

reputasi, dan perilaku.

Bagian Kesepuluh
Staf Medis Fungsional
Pasal 38
(1) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas rnelaksanakan diagnosis,
| pengobatan, pencegahan akibat penyak1t pemngkatan dan pemulihan
kesehatan serta penyuluhan kesehatan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsionai dikelompokan sesuai

dengan keahliannya.
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Bagian Kesebelas
Dewan Pengawas
Pasal 39
Selain unsur organisasi rumah sakit sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf j, rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas rumah sakit

sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang_undangan.

Pasal 40 :
(‘ 1} Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
. merupakan unit non struktural yang bers1fat 1ndependen dan bertanggung
jawab kepada direktur rumah sakit; :
(2) Pembentukan tugas, fungsi, tata kerja dan keanggot’aan dewan pengawas

ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas
Satuan Pengawas Internal
Pasal 41 ;
Selain unsur organisasi rumah sakit sebagajmané. dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf j, rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas rumah sakit

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 42 :

(1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Hi. Zainal Umar Sidiki mempunyai hubungan kocjrdinatif, kooperatif,
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utaré;

(2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

| dr. Hl Zainal Umar Sidiki mempunyai hubunganz jaringan pelayanan

dengan Rumah Sakit lainnya atau Instansi Teknis lainnya.

BAB V
ESELONISASI, PENGANGKATAN ‘DA‘N PEMBEI;?HENTIAN
Pasal 43
{1) Direktur adalah Penanggungjawab keseluruhan kegfatan di Rumah Sakit

Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki agar dapat mencapai tujuan
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(5)

dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan pe}aturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sesuai dengan tanggung jawab tersebut dan besarnya peran Direktur,
maka jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar
Sidiki setingkat dengan esselon Ill.a atau Jabatan Administrator.

Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk
menjabat jabatan esselon Ill.a, ditunjuk pejabat sementara yang s'esuai
dengan kriteria Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar
Sidiki yakni seorang Tenaga Medis yé.ng memiliki koxhpetensi Manajemen
Rumah Sakit, dengan kewenangan yang setara denga;n pejabat tetap.-
Dalam melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi.
Zainal Umar Sidiki dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala
Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang' dan Kepala Bidang
Keperawatan.

Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bldang Pelayanan Medik,
Penunjang dan Kepala Bidang Keperawatan setmgkat dengan esselon
II.b atau Jabatan Administrator.

Kepala Bagian dan kepala bidang sebagai mana diméksud- pada ayat (5).
dibantu oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang _]abatannya setingkat

dengan esselon IV.a atau Jabatan Pengawas. -

Pasal 43

Péngangkatan, pemindahan dan pemberhehtian pejabat’ dan pegawai

dilingkungan RSUD dr. Hi.

Zainal Umar Sidiki sesual dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(1)

@)

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 44

Untuk membiayai kegiatan Rumah Sakit dlbebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupainen Gorontalo Utara. _
Dalam hal rumah sakit belum menerapkan pengelolaan keuangan badan
Jayanan umum Daerah, pengelolaan rumah sakit Daerah tetap bersifat
otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pértanggung jawaban

keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
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: Pengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka selgala ketentuan yang
_ -tﬁengatur pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD dr. Hi. Zainal Umar _
- Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara yang bertentangan dengan Peraturan Bupat1 :

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

1n1 dmyatakan tidak berlaku lagi.

} . Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkan

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pangundangan ‘Peraturan

Bupatl ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah;l(abupaten Gorontalo
Utara. | | - |
Ditetapkan di I;(wandang
pada tanggal 15' MR 2022
UPATI GORONTALD UTARA,

THARIQ MODANGIGU

| Diundangkan di Kwandang

5. aelt 2022 .
ERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

embina Utama Mac’iya /.I’V d
N1p 19681222 199403 1 006

' BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR ...g__-
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_ LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR ¢ [ TaMart 2022

b

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNISI DAERAH
RUMAI SAKIT DAERAIL dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI PADA DINAS

KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISAST UPTD RS ZAINAL UMAR SIDIKI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DIREKTUR ]‘ “““““““““““ '"'“""i DEWAN PENGAWAS
! L l KEPALA BAGIAN TATA USANA
KOMITE STAF MEDIS KOMITE
MEDIK FUNGSIQNAL MEDIE
KASUBAG UMUM DAN KASUBAG INFORMASI
KEPEGAWAIAN HABUBAG KEUANGAN PERENCANAAN DAN -
EVALUASI
[ 1 |
HEPALA BIDANG PELAYANAN

MEDIK

SERS1 PELAYANAN RAWAT JALAN
 DAN KMUSUS

SEKEi FELATVANAN RAWAT INAP

KEPALA BIDANG KERERAWATAN

i

SEHSI PELAYANAN KEPERAWATAN

BEKSI PENGEMBANGAN MUTU DAR
ETIKA KEPERAWATAN

KEPALA BIDANG PENUNJANG

_ BEKSI PERUNJANG MEDIH

SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
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